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SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR: KEP- 05 jM.EKONjOlj2004

TENTANG

PANITIA PELAKSANASEMINARDAN LOKAKARYA PELUANG SUMBERDANA

DARI JASA LINGKUNGAN HUTAN BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang a. bahwa dalam upaya mengatasi kerusakan hutan dan lahan

sejalan dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,

perlu dilakukan pengkajian terhadap prinsip pembayaran jasa

lingkungan hutan, mekanisme keuangan dan kelembagaan

bagi pemanfaatan jasa lingkungan hutan;

b. bahwa dalam rangka pengkajian sebagaimana dimaksud

dalam huruf a tersebut di atas, perlu diadakan Seminar dan

Lokakarya tentang Peluang Sumber Dana dari Jasa

Lingkungan Hutan bagi Pembangunan Berkelanjutan;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Panitia

Pelaksana Seminar dan Lokakarya tentang Peluang Sumber

Dana dari Jasa Lingkungan Hutan bagi Pembangunan

Berkelanju tan;

Mengingat 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;

2. Keputusan . ..
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2. Keputusan Presiden Republik Indonesia; Nomor 101 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Furgsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara
I

sebagaimana diubah dengan Keputusan iPresiden Nomor 2

Tahun 2002;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 102 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fu:ngsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia N"omor 228/M Tahun

2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KOORDIN~TOR BIDANG

PEREKONOMIAN TENTANG PANIT~A PELAKSANA

SEMINAR DAN LOKAKARYA PELUAN<t SUMBER DANA

DARI JASA LING KUNG AN HUT AN BAG~ PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN. :

PERTAMA Membentuk Panitia Pelaksana Seminar da~ Lokakarya tentang

Peluang Sumber Dana dari Jasa Lingkungan Hutan bagi

Pembangunan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut Panitia

Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut: '

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Dep~rtemen Kehutanan;

2. Deputi Menteri K6ordinator Bidang

Perekonomian Bidang Ifemanfaatan Sumber
i

Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas

Nelayan;

3. Sekretaris Menteri ~oordinator Bidang

Perekonomian;

4. Deputi Kepala B~dan
I

Pembangunan Nasion~l Bidang Sumber

Daya Alam dan Lingku~gan Hidup;

5. Deputi ...

Perencanaan
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5. Deputi Menteri Negarai Lingkungan Hidup

6.

,

Bidang Kebijakan dan Kielembagaan;

Direktur Jenderal U~mbaga Keuangan,

Departemen Keuangan;! ,

Direktur Jenderal S*mber, Daya Air,7.

Departemen Permukirit-an dan Prasarana

8.

Wilayah.
,,

Direktur Jenderal Perlimdungan Hutan dan

Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;

9. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan

Perhutanan Sosial, Dep~rtemen Kehutanan;

10. Deputi Sekretaris Kabi~et Bidang Hukum
;

dan Peraturan Perunda~g-Undangan;

11. Sekretaris Jenderal De~artemen Energi dan

Sumber Daya Mineral; i

12. Sekretaris Jenderal Depci.rtemen Pertanian;

13. Direktur Jenderal M4ltilateral Ekubang,
,

Departemen Luar Nege#;
i

14. Direktur Jenderal ~ina Pembangunan

Daerah, Departemen D~lam Negeri;
,

Ketua : Staf Ahli Menteri Kehutanam Bidang Kemitraan,

Departemen Kehutanan;

Wakil Ketua . Asisten Deputi Drusan Pemanfaatan Sumber

Daya Alam, Perkebunan: ,
dan Kehutanan,

Kementerian Koordinator Bi~ang Perekonomian;

Sekretaris : Direktur Konservasi Kawasan, Departemen

Anggota

Kehu tanan;

: 1. Sekretaris Direktorat J~nderal Rehabilitasi
i

Lahan dan Perhutanan: Sosial, Departemen

Kehutanan;

2. Kepala ...
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2. Kepala Biro Perencana~n dan Keuangan,
,

Departemen Kehutanan; i,,

3. Direktur Wisata Alam d~n Pemanfaatan Jasa

Lingkungan, Departeme1)l Kehutanan;

4. Direktur Bina Pengembangan Hu tan

Tanaman, Departemen ~ehutanan;

5. Direktur Kehutanan da~ Konservasi Sumber,,

Daya Air, Badan Perenc4naan Pembangunan!
Nasional;

6. Direktur Penerimaan *inyak dan Bukan
I

Pajak, Departemen Keuaf1gan;
,:

Urusan
;
i

Koor~inator
I

7. Asisten Deputi Moneter,

Kementerian Bidang

Perekonomian;

8. Asisten Deputi Drusan Ekosistem Darat,,

Kementerian Lingkunga* Hidup;,

9. Asisten Depu ti Drus~n Atmosfir dan

Perubahan Iklim, Kemerterian Lingkungan

Hidup;

10. Asisten Deputi Drusan ~oordinasi Kebijakan
I

Lingkungan HiduB'I
Lingkungan Hidup;

Kementerian

,

11. Direktur Penatagunaan: Sumber Daya Air,I
I

Direktorat Jenderal S~mber Daya Air,

Departemen Permuki~an dan Prasarana

Wilayah; i

12. Direktur Pengendalian ?umber Daya Alam
I

dan Lingkungan Hidup'l Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional; i,

13. Direktur ...
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13. Direktur pembangunah Ekonomi dan

Lingkungan Hidup PB~, Departemen Luar

Negeri;

14. Kepala Pusat Penelitian:dan Pengembangan

Teknologi HasH Hutan, ~adan Penelitian dan,

Pengembangan Kehutknan, Departemen

Kehutanan;

15. Direktur Eksplorasi, Direktorat Jenderal
I

Minyak dan Gas, Dep~rtemen Energi dan

Sumber Daya Mineral; :
I

16. Direktur Eksekutif KEHATI;
,

17. Direktur Conservation International

Indonesia;

KEDUA Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud da~am Diktum Pertama

Keputusan ini bertugas untuk:

1. Menyiapkan materi proposal pelaksahaan seminar dan

lokakarya;

Menyiapkan pertemuanj rapat
. i

persIapan semmar dan2.

3.

lokakarya;

Menyiapkan sinopsis pembicara dan penyampaian undangan

4.

kepada para pembicara dan peserta;

Menyiapkan sarana dan prasarana ~alam pelaksanaan

seminar dan lokakarya;

, 7. Melaksanakan ...

5. Melaksanakan seminar clan lokakarya; :
6. Menyiapkan proceedings semmar! dan diseminasi

i

proceedings kepada pihak terkait;
I

:
,
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7. Melaksanakan tugas-tugas terkait lainnya yang diberikan oleh

Pengarah;

KETIGA Panitia Pelaksana dalam pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat

membentuk Tim Teknis dan Sekretariat yang keanggotaannya

ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana.

KEEMP AT Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian ini ditetapkan lebih lanjut oleh Pengarah.

KELIMA Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pelaksana

bertanggungjawab dan

kepada Pengarah.

melaporkan pelaksanaan kegiatannya

KEENAM Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Departemen Kehutanan dan Proyek Kerjasama Teknis Indonesia-

Jerman "Strengthening the Management Capacities in the Ministry of

Forestry" (GTZ-SMCP).

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2004

MENTERIKOORDINATORBIDANG

PEREKONOMIAN,

ttd.
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